GUBERNUR BAKAL PANGKAS TUNJANGAN PENGHASILAN PEGAWAI
PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH PROVINSI RIAU,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MENOLAK

—

Sumber berita:
https://www.cakaplah.com/berita/baca/121235/2025/03/12/gubernur-bakal-pangkas-tpp-pns-pemprov-
riau-dprd-menolak/#sthash.ZPEnzD6W.7nFM0302.dpbs

Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid berencana memangkas Tambahan Penghasilan
Pegawai (TPP) Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Riau.

Kebijakan tersebut akan diambil menyikapi kondisi keuangan Pemerintah Provinsi
(Pemprov) Riau yang mengalami defisit Rp1,5 dan tunda bayar kegiatan tahun 2024
sebesar Rp2 triliun lebih.

Sementara kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau secara
ril hanya sebesar Rp8 triliun. Sedangkan belanja pegawai mencapai lebih kurang Rp4
triliun.

Sehingga kebijakan pemotongan tunjangan pegawai dianggap rasional dan memungkinkan
untuk menjaga kondisi keuangan Pemprov Riau stabil.

Tak hanya TPP, sejumlah anggaran lain juga akan menjadi sasaran yang bakal
dipangkas, seperti biaya perjalanan dinas, konsumsi rapat, serta sewa gedung untuk
kegiatan seremonial, Focus Group Discussion (FGD) dan lainnya.

"Soal pemotongan TPP. Saya sudah baca neraca keuangan, dari sisi undang-undang
(mandatory) sebenar kita sudah melanggar, seharusnya kita dibolehkan hanya 30 persen,
tapi kondisi saat ini sudah mencapai 38 persen. Ini belum lagi masuk PPPK, bisa 40 persen
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lebih belanja pegawai kita," kata Gubri saat Forum Konsultasi Publik RPJMD Provinsi
Riau tahun 2025-2029 dan RKPD Provinsi Riau tahun 2026, di Gedung Daerah Riau, Rabu
(12/3/2025).

"Secara logika, kalau kerja tidak ada, tapi gajinya besar, lalu apa yang mereka
(pegawai) kerjakan? Sedangkan TPP itu semangatnya adalah tambahan, bukan gaji. TPP itu
di luar gaji yang sudah diatur negara, tapi TPP adalah tambahan beban kerja,” tambah
Abdul Wahid.

Gubri menyatakan, Pemprov Riau harus mengeluarkan anggaran lebih kurang
sebesar Rp85 miliar untuk membayar TPP setiap bulannya.

"Maka kita harus rasionalitas juga dalam menyusun anggaran, agar beban fiskal kita
tidak terlalu tertekan, karena kondisi keuangan kita saat ini sulit. Kalau normal sebetulnya
tidak ada masalah, no problem kalau normal. Tapi saya janji, kalau tahun ini ada
pemotongan TPP tahun depan beda," ujarnya.

Abdul Wahid menyebut, sudah beberapa skema yang dilakukan Pemprov Riau
untuk mengatasi defisit anggaran, seperti menaikan pendapatan dan lainnya.

"Karena itu harus ada solusi yang konkret, memang kebijakan ini tidak bisa
menyenangkan semua orang, tapi kebijakan ini harus kita ambil supaya tekanan finansial
kita tidak terlalu mengangah. Kalau kondisi ini kita biarkan setiap tahun, daerah ini bisa
bangkrut, dan saya tidak mau jadi daerah yang gagal," tutupnya.

Anggota DPRD Riau Ginda Burnama Tolak Pemotongan TPP

Anggota DPRD Provinsi Riau Ginda Burnama menyanggah hal tersebut, ia
menolak pemotongan TPP. "Saya tidak setuju kalau TPP dipotong pak. Hak-hak keringat
dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) ini juga harus diperhatikan pak," ucapnya.

la juga mengatakan, seharusnya oknum-oknum OPD yang tidak bekerja diganti dan
rotasi. "Perlu saya sampaikan pak gubernur, oknum-oknum OPD yang tidak bekerja sesuai
silahkan pak Gubernur ganti dan rotasi, karna itu juga penyampaian dari masyarakat kepada
kita bagaimana pelayanan kita terhadap masyarakat,” jelas Ginda saat rapat Forum
Konsultasi Publik RPIMD dan RKPD Provinsi Riau.

Sumber berita:

1. https://lwww.cakaplah.com/berita/baca/121235/2025/03/12/gubernur-bakal-
pangkas-tpp-pns-pemprov-riau-dprd-
menolak/#sthash.ZPEnzD6W.7nFM0302.dpbs, Gubernur Bakal Pangkas TPP PNS
Pemprov Riau, DPRD Menolak, 12 Maret 2025.
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2. https://www.goriau.com/berita/baca/gubernur-riau-pertimbangkan-pemotongan-tpp-
anggaran-pegawai-lampaui-batas.html, Gubernur Riau Pertimbangkan Pemotongan
TPP, Anggaran Pegawai Lampaui Batas, 13 Maret 2025.

Catatan:

Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (PP No. 12/2019) mengatur bahwa Pemerintah Daerah dapat
memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan
kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat
bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif
lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah ditetapkan dengan
Perkada dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah
mendapat persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri
dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur terkait tambahan penghasilan
pegawai. Persetujuan Menteri ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Dalam hal Kepala Daerah
menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN tidak sesuai dengan
ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan
melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 58 PP No. 12/2019, Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Permendagri No. 77/2020) pada Lampiran BAB Il huruf D.2. ketentuan terkait Belanja
Operasi khususnya tambahan penghasilan mengatur sebagai berikut.

a. Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN
dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan
DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat
bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan
objektif lainnya, diuraikan sebagai berikut:

1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai ASN
yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampau beban
kerja normal,
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2)

3)

4)

5)

6)

Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pegawai
ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat
kesulitan tinggi dan daerah terpencil;

Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada pegawai ASN
yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki
resiko tinggi;

Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai
ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka;
Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada pegawai ASN
yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi; dan

Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan
kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

c. Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah ditetapkan dengan
Perkada dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

d. Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah, Kepala Daerah dapat memberikan
tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri.

e. Persetujuan Menteri ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

f. Dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai
ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana
Transfer Umum atas usulan Menteri.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan

disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK
Perwakilan Provinsi Riau.
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